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ABSTRACK 

 

Health workers have an important role to improve the quality of maximum health services to 

the community so that the community is able to increase awareness, willingness, and ability to 

live healthily, in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia. In providing services, sometimes faced with dissatisfaction so that medical disputes 

arise. From 2022 to 2024 there were 3 cases of medical disputes at the Padang Panjang City 

Hospital. Problem formulation: 1) How does the Padang Panjang City Hospital resolve 

medical disputes? 2) What are the obstacles faced by the Padang Panjang City Hospital in 

resolving medical disputes? 3) What efforts are made by the Hospital in resolving medical 

disputes? Type of sociological juridical research. Data sources: primary data and secondary 

data. Data collection through document studies and interviews, and analyzed qualitatively. 

Research results: 1) Resolution of medical disputes at the Padang Panjang City Hospital is 

carried out through deliberation between patients, patient families and the hospital to find a 

win-win solution. 2) Obstacles in resolving medical disputes are the absence of SOPs and HR 

in charge of medical disputes. 3) Efforts to create SOPs for resolving medical disputes and 

SOTK proposals for the Legal and Public Relations fields or sections that will be included in 

the Special Organizational Unit (UOBK) of Padang Panjang City Hospital. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tenaga kesehatan memiliki peranan 

penting untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan yang 

maksimal kepada masyarakat. 

Masyarakat diharapkan 

berpartisipasi untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, hidup sehat 

sehingga akan terwujud derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya.  

Sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia 

yang produktif secara sosial dan 

ekonomi serta sebagai salah satu 

unsur kesejahteraan umum 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Hukum merupakan peraturan yang 

memaksa untuk objek dan subjek 

dalam lingkungan masyarakat. 

Adapun subjek hukum adalah 

sesuatu yang dapat memperoleh hak 

dan kewajiban dari hukum hanyalah 

manusia. Manusia bukanlah satu-

satunya objek hukum, yaitu yang 

dikenal dengan badan hukum.  

Didalam Undang-Undang 

Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 

selanjutnya disingkat Undang-

Undang Kesehatan, Pasal 310 

dijelaskan bahwa dalam hal tenaga 

medis atau tenaga kesehatan diduga 

melakukan kesalahan dalam 
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menjalankan profesinya yang 

menyebabkan kerugian kepada 

pasien, perselisihan yang timbul 

akibat kesalahan tersebut 

diselesaikan terlebih dahulu melalui 

alternatif penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan.  
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang, maka penulis membuat 

rumusan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah RSUD Kota 

Padang Panjang Menyelesaikan 

sengketa medis? 

2. Apakah kendala yang dihadapi 

oleh RSUD Kota Padang 

Panjang dalam penyelesaian 

sengketa medis ?  

3. Apakah upaya yang dilakukan 

oleh RSUD Padang Panjang 

dalam penyelesaian sengketa 

medis ? 
 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah penulis uraikan diatas, 

maka tujuan dari penelitian diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis penyelesaian 

sengketa medis di RSUD Kota 

Padang Panjang. Untuk 

menganalisis penyelesaian 

sengketa medis ini penulis 

menggunakan teori Penyelesaian 

Sengketa. 

2. Menganalisis kendala 

penyelesaian sengketa medis di 

RSUD Kota Padang Panjang. 

Untuk menganalisis 

penyelesaian sengketa medis ini 

penulis menggunkan Teori 

Sistem Hukum. 

3. Menganalisis upaya yang telah 

dilakukan dalam penyelesaian 

sengketa medis di RSUD Kota 

Padang Panjang. Untuk 

menganalisis penyelesaian 

sengketa medis ini penulis 

menggunkan Teori Sistem 

Hukum. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis dengan sumber data primer 

wawancara langsung dengan Direktur 

RSUD Kota Padang Panjang, Kepala 

Tata Usaha RSUD Kota Padang 

Panjang, Kepala Bidang Pelayanan 

RSUD Kota Padang Panjang, Ketua 

Komite Medik RSUD Kota Padang 

Panjang, dokter penanggung jawab 

pasien, dokter jaga Instalasi Gawat 

Darurat, serta keluarga pasien. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, 

studi dokumen, sedangkan analisis 

data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif untuk mengkaji data, 

mendeskripsikan hasil, dan menarik 

kesimpulan. 
 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dalam menganalisis penyelesaian 

sengketa medis di RSUD Kota 

Padang Panjang, penulis 

mempedomani teori penyelesaian 

sengketa. Secara garis besar 

penyelesaian sengketa dibedakan 

menurut metode dan prinsip 

pembenaran yang 

dianut.Penyelesaian sengkete medis 

di RSUD Kota Padang Panjang 

dilakukan dengan cara musyawarah 

anatara pihak rumah sakit dengan 

keluarga pasien untuk mendapatkan 

win-win solution 

Kendala-kendala yang dihadapi 

dalam penyeleseian sengketa medis 

a. Struktur Hukum 

RSUD Kota Padang Panjang 

belum mempunyai struktur 

hukum menyangkut lembaga 

termasuk juga dalam aspek 

organisasi, aspek ketatalaksanaan, 

aspek sumber daya manusia 

aparatur yang ahli dan terlatih. 

b. Substansi Hukum 



RSUD Kota Padang Panjang 

belum mempunyai norma hukum 

yang dipedomani dalam 

penyelesaian sengketa medis 

c. Budaya Hukum 

RSUD Kota Padang Panjang 

dalam menghadapi sengketa 

medis sudah menjadi budaya 

setiap permasalahan sudah 

dianggap tidak ada apabila sudah 

adanya kesepakatan dan masalah 

dianggap selesai, tanpa ada 

evaluasi apakah tenaga kesehatan, 

masyarakat puas terhadap 

penyelesaian yang dilakukan. 

 

Upaya yang dilakukan dalam 

penyelesaian sengketa medis di 

RSUD Kota Padang Panjang 

a. Struktur Hukum  

Kepala Bagian Tata Usaha RSUD 

sudah membuat SOTK untuk 

bidang seksi Hukum dan Humas 

yang akan dimasukan kedalam Unit 

Organisasi Bersifat Khusus 

(UOBK) RSUD Kota Padang 

Panjang untuk tahun 2025, dan akan 

membuat anggaran untuk pelatihan 

mediator bagi tenaga yang ditunjuk 

untuk penyelesaian sengketa medis. 

b. Substansi Hukum 

Rumah sakit akan membuat 

pedoman/panduan tentang 

penyelesaian sengketa medis berupa 

Standar Prosedur Operasional 

(SPO) dengan mempedomani 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Budaya Hukum 

Apabila rumah sakit sudah memiliki 

sumber daya manusia yang ahli tentang 

hukum, bidang pelayanan akan 

mensolialisakan tentang peraturan 

yang belaku, khusunya tentang 

penyelesaian sengketa medis, sehingga 

diharapkan akan menimbulkan 

kesadaran hukum untuk tenaga 

kesehatan, khusunya pemberi 

pelayanan dan masyarakat. 
 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

a. Penyelesaian sengketa medis di 

RSUD Kota Padang Panjang 

dilakukan dengan cara 

musyawarah antara pasien, 

keluarga pasien dengan pihak 

rumah sakit untuk mencari win-

win solution, sehinga 

terciptanya kembali hubungan 

baik dan hubungan saling 

percaya antara pasien, keluarga 

pasien dengan rumah sakit. 

b.  Kendala dalam penyelesaian 

sengketa medis di RSUD Kota 

Padang Panjang adalah tidak 

adanya regulasi berupa 

pedoman/panduan, SPO, yang 

dibuat khusunya dalam 

penyelesaian sengketa medis 

dan tidak adanya sumber daya 

manusia yang membidangi 

tentang sengketa medis, 

sehingga penyelesaian sengketa 

medis dilakukan hanya dengan 

modal pengalaman dalam 

musyawarah. Kondisi seperti 

ini bisa menimbulkan kerugian 

bagi pasien/keluarga pasien, 

bahkan rumah sakit sendiri.  

c. RSUD Kota Padang Panjang 

berupaya untuk mengatasi 

kendala tesebut dengan 

membuat regulasi berupa 

Standar Prosedur Operasional 

(SPO) dengan mempedomani 

perutaran perundang-undangan 

yang berlaku, Membuat usulan 

SOTK untuk bidang atau seksi 

Hukum dan Humas yang akan 

dimasukan kedalam Unit 

Organisasi Bersifat Khusus 

(UOBK) RSUD Kota Padang 

Panjang untuk tahun 2025 ke 

Pemerintah Kota Padang 

Panjang. 
 

 

 

 

 



B. Saran 

a. Direktur rumah sakit sebaiknya 

membuat Standar Prosedur 

Operasional (SPO) tentang 

penyelesaian sengketa medis 

dan menetapkan Sumber Daya 

Manusia yang membidangi 

penyelesaian sengketa medis, 

sehingga adanya perlindungan 

hukum bagi tenaga medis dan 

tenaga kesehatan. Rumah sakit 

membuat catatan atau 

dokumentasi sengketa medis 

yang akan dijadikan bahan 

evaluasi dibidang pelayanan 

rumah sakit. 

b. Pemilik rumah sakit yaitu 

pemerintah Kota Padang 

Panjang perlu menyetujui 

usulan Satuan Organisasi Tata 

Kerja (SOTK) untuk bidang 

atau seksi Hukum dan Humas 

yang akan dimasukan kedalam 

Unit Organisasi Bersifat 

Khusus (UOBK) RSUD Kota 

Padang Panjang.  

c. Untuk masyarakat, apabila 

terjadi sengketa medis 

sebaiknya tidak menyebarkan 

berita di media sosial.  
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